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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data dikumpulkan melalui 

survei terhadap 300 pelaku UMKM yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM masih 

rendah, dengan 45% pelaku UMKM tidak membayar pajak secara rutin. Faktor utama yang memengaruhi 

kepatuhan pajak antara lain adalah pengetahuan perpajakan yang terbatas, persepsi negatif terhadap pajak, 

kesulitan dalam pelaporan pajak, dan kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak. Selain itu, kebijakan 

pemerintah yang ada, seperti insentif pajak, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Penelitian ini 

juga menemukan adanya perbedaan tingkat kepatuhan pajak antara sektor usaha, dengan sektor perdagangan 

menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor jasa dan industri. Rekomendasi utama dari 

penelitian ini adalah perlunya program edukasi perpajakan yang lebih intensif, penyederhanaan proses 

administrasi pajak, serta komunikasi yang lebih jelas mengenai kebijakan perpajakan kepada pelaku UMKM agar 

mereka lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak. 

 

Kata kunci : Kepatuhan Pajak, UMKM, Faktor Pengetahuan Perpajakan 

 

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat vital dalam membiayai berbagai 

program pembangunan dan pelayanan publik. Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

memegang peranan penting dalam perekonomian negara, dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja. UMKM berperan dalam menciptakan lapangan kerja, 

mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan daya saing nasional. Namun, meskipun memiliki peran yang besar, 

tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Indonesia masih rendah, yang menjadi tantangan dalam 

meningkatkan potensi penerimaan pajak dari sektor ini. Pentingnya kepatuhan pajak pada sektor UMKM menjadi 

fokus utama dalam berbagai kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kepatuhan pajak dapat 

didefinisikan sebagai sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, yang meliputi pembayaran, pelaporan, dan pemotongan pajak. Kepatuhan ini menjadi kunci untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan pajak di sektor UMKM yang, meskipun jumlahnya sangat 

besar, masih terhambat oleh beberapa faktor yang perlu dianalisis lebih lanjut. 

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM adalah tingkat pemahaman pelaku UMKM 

tentang peraturan perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai 

kewajiban pajak yang harus dipenuhi, baik dari segi jenis pajak yang dikenakan, cara perhitungan, hingga 

pelaporan yang benar. Sebagian besar pelaku UMKM merasa bahwa pajak adalah beban yang memberatkan, yang 

pada akhirnya menurunkan kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, faktor lainnya 
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adalah kompleksitas prosedur perpajakan yang dianggap rumit oleh banyak pelaku UMKM. Banyak di antara 

mereka yang tidak familiar dengan sistem perpajakan yang berlaku, seperti cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), penghitungan pajak yang harus dibayar, serta pelaporan secara online melalui sistem e-filing. Hal 

ini mengarah pada rendahnya tingkat partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan formal. 

 

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan berbagai kebijakan, seperti 

memberikan insentif pajak, memperkenalkan sistem perpajakan yang lebih sederhana, dan meluncurkan program-

program edukasi pajak untuk UMKM. Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang pernah diterapkan juga 

bertujuan untuk mendorong UMKM agar lebih sadar dan taat terhadap kewajiban perpajakan. Meskipun 

demikian, masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, akan dilakukan 

analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM di Indonesia, baik dari sisi 

pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap pajak, hingga pengaruh kebijakan pemerintah dalam mendorong 

kepatuhan pajak di sektor ini. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan serta memberikan rekomendasi 

kebijakan yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. 

 

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan perpajakan yang ada dapat lebih 

sesuai dengan karakteristik UMKM, yang cenderung memiliki ukuran yang kecil dan sumber daya yang terbatas. 

Evaluasi terhadap sistem perpajakan yang ada akan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih 

tepat sasaran dan efektif, sehingga dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh terhadap kewajiban 

perpajakan. Analisis ini juga akan melibatkan pendekatan-pendekatan teoritis terkait perilaku kepatuhan pajak, 

seperti teori rasionalitas dan teori kepatuhan sosial, yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pelaku 

UMKM mengambil keputusan terkait kewajiban pajak mereka. Faktor-faktor sosial dan budaya juga perlu 

diperhitungkan dalam menganalisis tingkat kepatuhan pajak, mengingat pelaku UMKM seringkali memiliki latar 

belakang yang berbeda-beda dan terlibat dalam jaringan sosial yang berpengaruh terhadap sikap mereka terhadap 

pajak. 

 

Pentingnya analisis ini terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM 

tentang kewajiban pajak mereka, serta memberikan solusi atas berbagai kendala yang mereka hadapi. Diharapkan 

dengan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, penerimaan negara dari sektor ini akan meningkat, 

yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dari perspektif ekonomi, peningkatan 

kepatuhan pajak pada sektor UMKM dapat menciptakan stabilitas fiskal yang lebih baik. Dengan stabilitas fiskal 

yang terjaga, pemerintah dapat melakukan investasi yang lebih besar dalam sektor-sektor penting lainnya, seperti 

infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh 

karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM menjadi sangat krusial. 

 

Dalam konteks global, banyak negara yang telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan 

pajak di sektor UMKM. Oleh karena itu, studi ini juga akan melihat best practices dari negara lain yang memiliki 

karakteristik UMKM yang serupa dengan Indonesia, untuk melihat apakah kebijakan yang diterapkan di negara 

tersebut dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Secara keseluruhan, analisis kepatuhan pajak pada UMKM 

di Indonesia merupakan topik yang sangat relevan, mengingat kontribusi besar UMKM terhadap ekonomi 

nasional dan pentingnya sektor ini dalam pembangunan negara. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif 

untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih taat pajak, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif 

bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan pendekatan survei. Penelitian ini mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarkan 

kepada pelaku UMKM di beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki keberagaman dalam sektor usaha. 

Pengumpulan data dilakukan secara langsung untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh, serta 

memudahkan pelaku UMKM dalam memberikan tanggapan. 

 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan memilih beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah 

UMKM yang signifikan. Wilayah yang dipilih antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali. 

Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada pertimbangan tingkat kepadatan UMKM yang tinggi serta keragaman 

sektor usaha yang ada. Selain itu, wilayah-wilayah tersebut juga mewakili berbagai kondisi ekonomi, sosial, dan 

budaya yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. 

 

Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik stratified random sampling yang memungkinkan peneliti 

untuk membagi populasi UMKM berdasarkan jenis sektor usaha dan ukuran usaha, kemudian memilih sampel 

secara acak dari setiap strata. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mewakili berbagai 
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jenis UMKM yang ada, seperti UMKM di sektor perdagangan, industri, dan jasa. Jumlah sampel yang diambil 

adalah 300 pelaku UMKM, dengan masing-masing sektor usaha diberi proporsi yang sesuai dengan jumlah 

UMKM di Indonesia. 

 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk mengukur beberapa variabel yang diyakini dapat 

mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, yaitu: (1) Pengetahuan tentang perpajakan, (2) Persepsi terhadap pajak, 

(3) Kesiapan dan kemudahan dalam pelaporan pajak, (4) Faktor sosial dan budaya, dan (5) Pengaruh kebijakan 

pemerintah. Setiap variabel diukur menggunakan skala Likert dengan lima pilihan jawaban, yang memungkinkan 

peneliti untuk mengukur sejauh mana pelaku UMKM setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan 

dalam kuesioner. 

 

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner baik secara langsung maupun melalui platform online, 

mengingat keberagaman lokasi usaha UMKM yang terkadang sulit dijangkau secara fisik. Sebelum menyebarkan 

kuesioner kepada responden, dilakukan uji coba untuk memastikan kejelasan dan kelayakan pertanyaan, serta 

mengukur konsistensi jawaban yang diberikan oleh responden. Uji coba dilakukan pada 30 pelaku UMKM yang 

tidak termasuk dalam sampel penelitian. 

 

Setelah data terkumpul, tahap analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat statistik. Data yang diperoleh 

akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat kepatuhan pajak pada 

UMKM serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, analisis inferensial menggunakan regresi linier 

berganda akan dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan pajak UMKM. 

Regresi linier berganda dipilih karena dapat menggambarkan hubungan antara satu variabel dependen (kepatuhan 

pajak) dengan beberapa variabel independen (pengetahuan perpajakan, persepsi pajak, kebijakan pemerintah, dll). 

Selain itu, untuk mendalami persepsi pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan yang ada, dilakukan juga analisis 

kualitatif melalui wawancara mendalam dengan beberapa pelaku UMKM yang terpilih. Wawancara ini bertujuan 

untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil wawancara ini akan digunakan untuk memperkaya analisis 

kuantitatif yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan hasil kuesioner, wawancara mendalam, dan data sekunder dari sumber lain, 

seperti laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pusat Statistik. Teknik ini bertujuan untuk 

mengurangi bias dan memastikan bahwa temuan penelitian ini akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Penelitian ini juga akan membandingkan hasil analisis di beberapa daerah untuk melihat apakah terdapat 

perbedaan signifikan dalam tingkat kepatuhan pajak antar wilayah. Dengan demikian, dapat diketahui apakah 

faktor geografis, sosial, dan ekonomi memengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak 

di kalangan UMKM di Indonesia. 

 

Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan dalam studi ini bertujuan untuk memperoleh data yang 

valid dan dapat diandalkan, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kepatuhan pajak 

UMKM di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna 

bagi pemerintah dalam merancang program-program perpajakan yang lebih efektif, yang dapat mendorong pelaku 

UMKM untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di sektor 

tersebut. Data yang diperoleh dari survei terhadap 300 pelaku UMKM di beberapa wilayah Indonesia, yang 

meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali, menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang 

masih rendah, meskipun UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Dalam bagian ini, hasil 

analisis kuantitatif dan kualitatif akan dibahas untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai masalah 

kepatuhan pajak pada UMKM. 

 

1. Deskripsi Umum Kepatuhan Pajak UMKM 

 

Hasil survei menunjukkan bahwa 45% pelaku UMKM di Indonesia mengaku tidak membayar pajak secara rutin, 

dan hanya 30% yang memahami kewajiban perpajakan mereka dengan baik. Sisanya, 25%, merasa bingung dan 

tidak yakin dengan kewajiban pajak yang harus mereka penuhi. Secara umum, tingkat kepatuhan pajak UMKM 

di Indonesia masih rendah, dengan banyak pelaku usaha tidak terdaftar sebagai wajib pajak atau hanya terdaftar 

tanpa melaporkan pajak yang sesuai dengan penghasilannya. 
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Grafik 1: Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia 

 

2. Faktor Pengetahuan Perpajakan 

 

Pengetahuan tentang perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pada 

UMKM. Data menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai kewajiban 

pajak cenderung lebih patuh membayar pajak dibandingkan dengan yang tidak memahami. Hanya 35% pelaku 

UMKM yang mengetahui jenis-jenis pajak yang dikenakan kepada mereka dan prosedur pelaporannya. Faktor ini 

menunjukkan adanya kebutuhan untuk program edukasi yang lebih intensif mengenai pajak, terutama untuk 

UMKM yang tidak memiliki akses langsung ke informasi atau konsultan pajak. 

 

3. Persepsi Terhadap Pajak 

 

Sebagian besar pelaku UMKM memiliki persepsi negatif terhadap pajak. Sebanyak 60% responden merasa bahwa 

pajak adalah beban yang memberatkan, dan 55% lainnya merasa bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung 

bagi usaha mereka. Persepsi ini berhubungan erat dengan ketidaktahuan tentang bagaimana pajak dapat 

mendukung pengembangan usaha mereka dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibutuhkan oleh UMKM. 

Kurangnya komunikasi yang jelas mengenai manfaat pajak dapat menurunkan motivasi pelaku UMKM untuk 

mematuhi kewajiban perpajakan. 
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Grafik 2: Persepsi Terhadap Pajak oleh Pelaku UMKM 

 

 

4. Kemudahan dalam Pelaporan Pajak 

 

Faktor kemudahan dalam pelaporan pajak juga menjadi hambatan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan mereka. Meskipun pemerintah telah mengembangkan sistem pelaporan pajak secara online 

melalui e-filing, 45% pelaku UMKM merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem ini. Banyak pelaku UMKM 

yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang penggunaan teknologi, sehingga mereka cenderung memilih untuk 

tidak melaporkan pajak mereka meskipun mereka tahu itu wajib. Hal ini mengindikasikan perlunya adanya 

pelatihan atau bimbingan mengenai cara menggunakan sistem pelaporan pajak yang telah disediakan. 

 

5. Faktor Sosial dan Budaya 

 

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor sosial dan budaya mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pada 

UMKM. Banyak pelaku UMKM yang terlibat dalam jaringan sosial yang lebih besar, seperti kelompok atau 

komunitas usaha yang saling memberi pengaruh dalam hal sikap terhadap pajak. Di beberapa daerah, budaya 

gotong royong lebih kuat daripada kewajiban formal dalam membayar pajak. Perilaku kelompok ini seringkali 

mempengaruhi keputusan individu untuk tidak membayar pajak, karena mereka menganggap bahwa tindakan 

tersebut tidak akan membawa dampak langsung pada perkembangan usaha mereka. 

 

6. Pengaruh Kebijakan Pemerintah 

 

Kebijakan pemerintah, terutama dalam bentuk insentif pajak, memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

kepatuhan pajak. Misalnya, kebijakan pembebasan pajak untuk UMKM dengan omset tertentu atau pengurangan 

tarif pajak yang dikenakan kepada UMKM yang memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun, kebijakan ini 

belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku UMKM. Data menunjukkan bahwa hanya 30% pelaku UMKM yang 

menyadari adanya insentif pajak, yang menunjukkan pentingnya komunikasi yang lebih efektif mengenai 

kebijakan pemerintah. 

 

7. Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Analisis regresi linier berganda yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan 

perpajakan, persepsi terhadap pajak, kemudahan dalam pelaporan, dan kebijakan pemerintah secara signifikan 

mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pada UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang paling 

dominan mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan tentang pajak, dengan koefisien regresi sebesar 

0.43. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi perpajakan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran 

mereka mengenai kewajiban pajak. 

 

 

 

8. Perbedaan Kepatuhan Pajak Berdasarkan Sektor Usaha 

 

Penelitian ini juga menemukan perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepatuhan pajak berdasarkan sektor 

usaha. UMKM yang bergerak di sektor perdagangan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan sektor jasa atau industri. Hal ini disebabkan oleh adanya transparansi transaksi yang lebih tinggi di sektor 

perdagangan, yang memudahkan pelaku usaha untuk mencatat dan melaporkan pajak mereka. Sebaliknya, sektor 

jasa seringkali menghadapi tantangan dalam hal pencatatan transaksi, yang menghambat pelaporan pajak yang 

akurat. 
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Grafik 3: Kepatuhan Pajak Berdasarkan Sektor Usaha 

 

Beberapa tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah 

kurangnya waktu dan sumber daya untuk mengurus pajak, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pajak 

bagi keberlanjutan usaha mereka. Banyak pelaku UMKM yang lebih fokus pada operasional usaha sehari-hari 

dan merasa bahwa mengurus pajak adalah hal yang kurang penting. Selain itu, biaya untuk menyewa konsultan 

pajak juga dianggap memberatkan oleh sebagian besar UMKM. 

 

9. Solusi dan Rekomendasi 

 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan pajak 

UMKM di Indonesia antara lain adalah: pertama, pemerintah perlu memperkuat program edukasi pajak yang lebih 

menyeluruh dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Kedua, penyederhanaan prosedur pelaporan pajak dan 

peningkatan akses teknologi yang dapat membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketiga, 

pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih jelas dan memadai untuk UMKM yang patuh pajak, serta 

meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum bagi yang tidak patuh. Penelitian ini juga menemukan bahwa 

keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung kepatuhan pajak UMKM sangat penting. Pemerintah daerah 

dapat memainkan peran kunci dalam menyosialisasikan kebijakan perpajakan kepada UMKM dan memberikan 

pelatihan serta bantuan teknis untuk membantu mereka dalam pelaporan pajak. Dengan adanya dukungan dari 

pemerintah daerah, pelaku UMKM akan merasa lebih percaya diri dan didukung dalam menjalankan kewajiban 

perpajakan mereka. 

 

Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Thailand, Indonesia masih tertinggal dalam hal 

pengelolaan pajak untuk UMKM. Di Malaysia, sistem pajak yang sederhana dan adanya program konsultasi pajak 

bagi UMKM membuat pelaku usaha lebih mudah untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Sementara itu, 

di Thailand, pemerintah lebih aktif dalam memberikan pelatihan dan bantuan langsung kepada pelaku UMKM, 

yang menyebabkan tingkat kepatuhan pajak mereka lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Meningkatnya 

tingkat kepatuhan pajak UMKM tidak hanya akan meningkatkan penerimaan pajak negara, tetapi juga dapat 

memperkuat perekonomian secara keseluruhan. Pajak yang terkumpul dapat digunakan untuk mendanai 

pembangunan infrastruktur dan program-program lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi, yang pada 

gilirannya akan menguntungkan UMKM itu sendiri. Dengan sistem perpajakan yang lebih efektif, UMKM akan 

mendapatkan manfaat langsung dari pembiayaan pemerintah yang lebih baik. 

 

Sebagian besar pelaku UMKM yang terlibat dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka tidak merasa 

cukup dibantu oleh pemerintah dalam hal penyuluhan pajak. Oleh karena itu, upaya penyuluhan perlu ditingkatkan 
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dengan pendekatan yang lebih personal dan sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis usaha. Penyuluhan 

yang berbasis komunitas atau kelompok usaha juga dapat menjadi cara yang lebih efektif untuk menyampaikan 

informasi perpajakan kepada pelaku UMKM. Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, UMKM dapat 

memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pelaporan pajak. Oleh karena itu, penyediaan aplikasi 

perpajakan yang lebih user-friendly dan terintegrasi dengan sistem pembayaran pajak dapat membantu 

meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, pelatihan penggunaan aplikasi perpajakan juga perlu diberikan secara 

menyeluruh. 

 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, 

namun masih ada ruang untuk perbaikan. Kebijakan yang lebih spesifik, seperti pemberian pembebasan pajak 

bagi UMKM yang baru memulai usaha, dapat memberikan dorongan bagi pelaku usaha untuk lebih aktif dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM di Indonesia telah menghadapi 

berbagai tantangan, terutama akibat dampak krisis ekonomi dan pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan 

penurunan pendapatan bagi banyak pelaku UMKM, yang menyebabkan mereka menunda atau bahkan 

mengabaikan kewajiban perpajakan mereka. Pemerintah perlu menyediakan kebijakan yang lebih adaptif dan 

mendukung pemulihan ekonomi sektor UMKM. 

 

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah perlu mengembangkan sistem perpajakan yang lebih responsif 

terhadap kebutuhan UMKM. Hal ini termasuk menyederhanakan proses administrasi pajak dan memberikan 

kemudahan bagi UMKM dalam mengakses informasi dan layanan perpajakan. Lembaga keuangan seperti bank 

dan lembaga pemberi kredit juga dapat berperan dalam mendukung kepatuhan pajak UMKM. Dengan 

menyediakan layanan yang memudahkan UMKM dalam proses administrasi pajak, lembaga keuangan dapat 

membantu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. 

 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak pada UMKM di Indonesia masih 

rendah, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan tersebut. Faktor-faktor seperti 

pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap pajak, kemudahan pelaporan, dan kebijakan pemerintah sangat 

mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal penyuluhan, 

penyederhanaan proses administrasi pajak, serta pemberian insentif bagi pelaku UMKM yang patuh pajak. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

di Indonesia masih relatif rendah. Meskipun UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, banyak 

pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya kewajiban perpajakan mereka. Faktor utama yang memengaruhi 

kepatuhan pajak UMKM meliputi pengetahuan perpajakan yang terbatas, persepsi negatif terhadap pajak, serta 

kesulitan dalam menjalankan proses pelaporan pajak. Hal ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk 

meningkatkan edukasi dan sosialisasi pajak kepada pelaku UMKM agar mereka lebih sadar akan manfaat dan 

pentingnya membayar pajak. 

 

Selain itu, kebijakan pemerintah yang telah diterapkan untuk mendukung kepatuhan pajak UMKM, seperti 

insentif pajak dan program pembebasan pajak untuk usaha dengan omset tertentu, masih belum sepenuhnya 

dipahami atau dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, komunikasi yang lebih jelas dan pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai kebijakan ini perlu ditingkatkan agar UMKM dapat lebih termotivasi untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan penyederhanaan proses 

administrasi pajak untuk mempermudah pelaporan bagi UMKM yang masih terbatas dalam hal pengetahuan 

teknologi. 

 

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia, diperlukan upaya kolaboratif 

antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM itu sendiri. Program edukasi yang lebih intensif, 

peningkatan kemudahan pelaporan pajak, serta dukungan kebijakan yang relevan akan berperan besar dalam 

mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan langkah-langkah 

tersebut, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat dan sektor UMKM semakin berkembang secara 

berkelanjutan. 
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